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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai kedudukan wali dalam 

itsbat nikah dalam putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT, penulis 

memperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT, majelis hakim 

mengabulkan permohonan itsbat nikah anak luar nikah yang dinikahkan 

oleh pemuka agama dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan 

tersebut tidak tercatat secara resmi namun diperlukan untuk proses 

perceraian sesuai dengan KHI Pasal 7 Ayat 3. Tidak ditemukan larangan 

pernikahan antara para pihak merujuk pada KHI Pasal 39. Dan, hakim 

mengedepankan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Permohonan 

dikabulkan semata untuk kepentingan perceraian, bukan untuk 

melegitimasi pernikahan. Pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan 

pada perlindungan hak-hak hukum istri dan anak, serta mencegah 

terjadinya ketidakpastian hukum di masyarakat. 

2. Alasan hakim dalam menerima itsbat nikah anak luar nikah yang berwali 

kepada pemuka agama dalam putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT 

pertama, alasan untuk mengabulkan permohonan Itsbat nikah yang 

diajukan penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara 

Penggugat dan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain 

daripada itu. Kedua, pemberian keadilan dan solusi dipandang dapat 

memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur 

melakukan pernikahan sirri tersebut. Ketiga, demi kemashlahatan khusus 

untuk perceraian maka dipertimbangkan lagi, sehingga asas umum tidak 

berlaku dalam perkara ini, kemudian Itsbat nikah ini hanya dipergunakan 

untuk perceraian saja, tidak bisa untuk yang lain. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan wali dalam itsbat 

nikah dalam putusan tersebut, penulis menyarankan hal-hal sebagi berikut: 

1. Penulis menyarankan agar dalam memutus perkara Itsbat nikah, 

khususnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran wali nasab atau status 

anak luar nikah, para hakim dapat lebih memperhatikan aspek keabsahan 

wali secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penunjukan 

wali hakim atau pihak yang dianggap cakap menurut agama hendaknya 

dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemashlahatan, keadilan, serta 

perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. 

2. Kepada masyarakat, penting kiranya untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai peran penting wali dalam pernikahan dan pentingnya 

pencatatan pernikahan secara resmi, sehingga hak dan status hukum para 

pihak dapat terlindungi dengan baik. 

3. Sinergi antara lembaga peradilan, tokoh agama, dan instansi terkait juga 

sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada 

masyarakat mengenai prosedur hukum perkawinan yang sesuai dengan 

ketentuan agama dan negara. 
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